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ABSTRAK
Oleh: Rinaldi Munaf
Penelitian ini merupakan studi  deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
menganalisis dan menggambarkan tingkat pemahaman dan persepsi wajib pajak
UMKM mengenai Tax Amnesty. variabel yang diteliti adalah tingkat pemahaman
wajib pajak UMKM dan persepsi wajib pajak UMKM. Penelitian dilakukan pada
wajib pajak UMKM di kantor KPP Pratama kota Padang.  Data yang digunakan
dalam penelitian adalah data primer  yang dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner yang disebar kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah
statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak UMKM
mengenai Tax Amnesty untuk pengetahuan umum adalah cukup tinggi yaitu sebanyak
83% responden. Untuk pengetahuan mengenai adanya sanksi pajak juga cukup tinggi
yaitu 71,5% responden, untuk pengetahuan mengenai perhitungan hanya 53,4%
responden dan pengetahuan tentang PTKP dan PKP hanya 59,75%. Persepsi wajib
pajak UMKM mengenai manfaat  program  tax amnesty 79,3%, persepsi wajib pajak
tentang kemudahan .akses informasi tax amnesty 78,5%. dan persepsi mengnai
kemudahan melaporkan tax amnesty 37,75%
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.Latar Belakang
Kesejahteraan rakyat menjadi hal yang ingin dicapai setiap bangsa, tak terkecuali
Indonesia. Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan adanya
pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dalam mewujudkan pembangunan nasional
diperlukan anggaran yang cukup besar melalui penerimaan negara. Keberhasilan
pembangunan  nasional  sangat  didukung oleh  pembiayaan  yang  berasal  dari  masyarakat,
yaitu  penerimaan pembayaran  pajak. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam
pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam
negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu  mendapatkan dukungan
dari masyarakat  (Waluyo, 2000).
Dalam menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya
nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut
dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa
peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.
Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama in belum tergarap.
Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil,
sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya.
Kebijakan ekstensifikasi perpajakan dari pemerintah salah satunya terlihat dari adanya
peraturan  pemerintah  yang mengatur  perlakuan  khusus  Pajak Penghasilan  untuk  usaha
kecil,  mikro dan  menengah (UMKM). Peraturan  Pemerintah tersebut  adalah  Peraturan
Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  yang  terbit tanggal  12  Juni  2013  dan  mulai
diberlakukan  tanggal  1  Juli  2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi
kriteria dikenakan PPh Final dengan  tarif  1%  dan  dasar pengenaan  pajaknya  adalah
peredaran bruto  setiap  bulan.  Wajib  pajak  yang dimaksud  adalah  Wajib  Pajak  orang
pribadi  atau  Wajib  Pajak  badan  tidak termasuk  bentuk  usaha  tetap  dan menerima
penghasilan dari usaha, tidak termasuk  penghasilan  dari  jasa sehubungan  dengan pekerjaan
bebas, dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi Rp4.800.000.000,00  (empat miliar delapan
ratus  juta  rupiah)  dalam 1  (satu)  tahun  pajak.
Bapak  Pebri (Bagian  Humas KPP  Madya  Palembang) dalam penelitian Susilo,
Jacklyn dan Betri mengatakan  bahwa peraturan  ini  menimbulkan  banyak  pro dan  kontra.
Peraturan  ini  diadakan untuk  mempermudah  para  wajib  pajak dalam  membayar  pajak.
Selama  ini, mereka  harus  mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak
yang  mereka  bayar  berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif  yang  ditentukan.
Peraturan  ini mempermudah  mereka  sehingga  para wajib pajak tidak perlu menghitung
laba mereka,  pajak  yang  harus  dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Namun
masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1%  dari  omset
dinilai  tidak  adil  bagi pengusaha  UMKM.  Omset  yang mereka dapatkan belum  tentu
untung.  Jika  ternyata  mereka mengalami  kerugian  dan  harus membayar  pajak  pula,  hal
ini  tentu akan memberatkan para wajib pajak UMKM.
Berbeda dengan pertengahan tahun 2013, pertengahan tahun 2016 ini pemerintah
mengeluarkan kebijakan perpajakan baru berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang dikenal dengan istilah Tax amnesty.
Kebijakan ini diberlakukan sejak 1 Juli 2016. Tax amnesty merupakan penghapusan pajak
yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di
bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan (Handout
Materi Amnesti pajak, 2016).
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP
Hipmi), Bahlil Lahadalia mengatakan, pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan
"pintu rahmat" bagi pengusaha untuk membersihkan aset dari kelalaian membayar pajak yang
mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengusaha selama sembilan bulan ( 1 Juli 2016-31
Maret 2017).1
Kebijakan Tax Amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984.
Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa Sunset Policy telah dilakukan pada tahun
2008. Sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil
menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan
sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah
NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum
1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1 dam Ragimun 2013).
Berrdasarkan peraturan Nomor 11 tahun 2016 tentang tax amnesty (pengampunan
pajak) ini dikecualikan bagi Wajib  pajak  yang  sedang  dilakukan  penyidikan  &  berkas
penyidikan  telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, Wajib pajak yang sedang dalam proses
peradilan, Wajib pajak yang sedang dalam proses menjalani hukuman pidana dan dapat
dinikmati oleh Wajib Pajak Badan, Wajib pajak Pribadi dan termasuk Pengusaha dengan
omzet tertentu (UMKM). Tarif Khusus diberikan kepada wajib pajak dengan peredaran usaha
s.d. Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir yaitu 0,5 % jika jika harta yang diungkapkan
sampai dengan Rp 10 miliar dan 0,2 % jika harta yang diungkapkan lebih dari Rp 10 miliar.
Dalam rangka mensukseskan kebijakan tax amnesty pada tahun 2016, Pemerintah telah
melakukan sosialisasi dalam berbagai media seperti media cetak seperti koran, majalah, iklan
di tempat umum seperti stasiun, bandara dan media elektronik baik televisi maupun sosial
media. Disamping itu, Pemerintah melalui jajaran kementrian keuangan juga melakukan
sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui seminar dan layanan langsung melalui
KPP tiap-tiap wilayah. Langkah sosialisasi tax amnesty dengan slogan “Ungkap, Tebus,
Lega” ini ditempuh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat
memanfaatkan kesempatan tax amnesty.
UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia  UKM  di
Indonesia memegang peranan sangat penting karena menyumbang 60%  dari  PDB  (Produk
Domestik Bruto) dan menampung 97% tenaga  kerja (Susilo, Jacklyn dan Betri) merupakan
objek pajak yang tidak luput dari adanya kebijakan tax amnesty. Adanya kebijakan baru ini
akan mempengaruhi pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM itu sendiri terkait tax
amnesty. Pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  dan  persepsi  efektifitas  sistem
perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak
(Fitriana, Zulbahridar, Ilham;2014). Bagaimana pulakah tingkat pemahaman wajib pajak
UMKM mengenai Tax Amnestydi kota Padang. Penelitian yang akan penulis lakukan saat ini
membahas Analisis Tingkat Pemahaman Dan Persepsi Wajib Pajak Umkm Mengenai
Tax Amnesty di Kota Padang.
2   Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah " Bagaimana tingkat pemahaman
wajib pajak UMKM mengenai Tax Amnesty di kota Padang, dan bagaimana persepsi wajib
pajak UMKM mengenai Tax Amnesty
3       Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tingkat pemahaman dan
persepsi wajib pajak UMKM mengenai Tax Amnesty di kota Padang.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (artikata.com).
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (id.wikipedia.org).
2.2. Pengertian Pajak
Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam buku (Mardiasmo , 2006 , h.1)
adalah :
“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
2.3. Pajak Sebagai Penerimaan Negara
Konsep awal pajak dimulai dari adanya pemberian sukarela rakyat kepada raja dan
bukan merupakan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang
(Maksum Priangga, 2010). Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman romawi, pada
awal Republik Roma (509-27 SM  sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak,
seperti censor, questor dan beberapa lainnya. Pada zaman Roma  tidak disebut pajak
seperti zaman sekarang tetapi disebut publican trubutum, dan pajak pada zaman tersebut
merupakan pajak langsung atas kepala negara. Pada zaman kaisar terkenal Julius Caesar
pajak dikenal dengan nama centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak penjualan yang
besarnya sebesar 1% dari omset penjualan. Di daerah lain Italia dikenal dengan nama
decumae, yaitu pungutan yang besarnya 10%.
Di Indonesia sendiri pajak sudah mulai ada sejak belanda masuk ke Indonesia
terutama setelah berdirinya VOC, pungutan bisa berupa kerja paksa atau upeti (Maksum
Priangga, 2010)
Sedangkan beberapa macam fungsi pemerintahan suatu negara antara lain yaitu :
1. Melaksanakan penertiban (law and order).
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
3. Pertahanan.
4. Menegakkan keadilan.
Sumber penghasilan negara bisa  berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda,
kekayaan alam, bea dan  cukai, kontibusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari
badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Bea Cukai adalah pungutan negara
yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai berdasarkan UU kepabeanan yang berlaku (UU
10/1995). Kepabeanan adalah segala sesuatu yang behubungan dengan pengawasan dan
pemungutan Bea Masuk atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean.
Retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung oleh negara sehubungan dengan
penggunaan jasa yang disediakan oleh negara, baik berupa Jasa Umum, jasa usaha, maupun
perizinan tertentu tanpa mendapat kontraprestasi dari negara. Iuran adalah pungutan yang
dilakukan Negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara untuk
kepentingan sekelompok oran, seperti iuran TV, air, Listris, telpon, dll. Sumbangan adalah
pungutan yang dilakukan oleh Negara bagi golongan penduduk tertentu saja karena prestasi
itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya sehingga biaya-biaya yang dikerluarkan dari
kas umum untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. Laba
dari BUMN adalah pendapatan negara yang didapatkan dari penghasilan BUMN baik ,
Perum dan Perjan, dan hasilnya akan dimasukan kembali ke dalam APBN.
2.4. Tax Amnesty dan Sunset Policy
Tax amnesty is a limited-time opportunity for a specified group of taxpayers to pay a
defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and
penalties) relating to a previous tax period or periods and without fear of criminal
prosecution. It typically expires when some authority begins a tax investigation of the past-
due tax. In some cases, legislation extending amnesty also imposes harsher penalties on those
who are eligible for amnesty but do not take it.[1] Tax amnesty is one of voluntary compliance
strategies to increase tax base and tax revenue. Tax amnesty is different from other voluntary
compliance strategies in part where tax amnesty usually waives the taxpayers' tax liability
(Wikipedia,http/ 2016).
Dalam hal ini Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok
pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu
berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan
masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya
berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa
kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebankan hukuman yang
lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya
Pata tahun 1984 sesungguhnya pemerintah Indonesia sudah meakukan Kebijakan Tax
Amnesty (Wikipedia,http/ 2016). Demikian juga  kebijakan lain yang serupa berupa
Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program Sunset Policy
diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru
sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan
bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07
juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya
17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1)
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan
menggambarkan tingkat pemahaman wajib paja dalam hal ini UMKM mengenai Tax Amnesti.
Tingkat pemahaman yang tinggi diharapkan akan memberi informasi positif bagi wajib pajak
sehingga menambah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan kuesioner dan studi
kepustakaan.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP
Pratama di Padang. Wajib Pajak yang menjadi sampel dipilih dengan menggunakan metode
convenience sampling.
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM Mengenai Tax Amnesty
Pemahaman peraturan Wajib Pajak mengenai Tax Amnesty adalah cara Wajib
Pajak dalam memahami Tax Amnesty yang telah ada yang diukur dengan instrumen
kuisioner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Sapti, Agus, Umi
(2012). Kuisoner tersebut berdasarkan beberapa indikator yaitu pengetahuan dan pemahaman
tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman
mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui
sosialisasi dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Kuisoner ini
menggunakan skala Likert 5 poin  ( 1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju ).
1. Pengetahuan Umum Perpajakan( pertanyaan 1-4)
2. Pengetahuan Sanksi Pajak (pertanyaan 5-10)
3. Pengetahuan Perhitungan Pajak (pertanyaan 11-15)
4. Pengetahuan PKP dan PTKP (pertanyaan 16-19)
Persepsi wajib pajak tentang tax amnesty
1. Manfaat program Tax Amnesty (pertanyaan 1, 6 dan 11)
2. Akses Informasi Tax Amnesty (pertanyaan 2-5)
3. Cara Melaporkan Tax Amnesty (pertanyaan 6-10)
3.5.  Metode Analisis
Teknik analisis data menggunakan perhitungan skor, untuk menilai tingkat
pemahaman wajib pajak UMKM mengenai Tax Amnesty dengan langkah sebagai berikut:
1. Mentabulasi hasil jawaban responden
2. Menghitung jawaban respoden berdasarkan skala yang sudah ditetapkan
3. Menghitung tingkat capaian jawaban responden dallam prosentasi
4. Menentukan tingkat pemahaman respoden ( Wajib Pajak UMKM)
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Responden
Penelitian dilakukan pada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang. Hasil
pengumpulan data melalui kuesioner diperoleh responden sebanyak 31 orang. Berikut hasil
pengolahan data deskriptif.
1.Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang memperlihatkan tingkat pemahaman
yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai Tax Amnesty ini cukup baik. Tingkat pemahaman
wajib pajak terlihat dalam tabel 1 di bawah ini
Tabel 1.a
Tingkat Pemahaman wajib pajak UMKM
mengenai tax amnesty (dalam %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tinggi 32 29 29 7 3 7 29 16 22
sedang 62 64 64 45 32 16 48 71 52
rendah 6 7 7 48 65 77 23 13 26
Tabel 1.b
Tingkat Pemahaman wajib pajak UMKM
mengenai tax amnesty (dalam %)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tinggi 17 12 14 10 10 19 10 10 6 10
sedang 50 64 32 10 48 48 64 64 52 23
rendah 33 24 54 80 42 33 26 26 42 67
Berdasarkan tabel. 1 di atas terlihat petanyaan kuesioner 1 sampai dengan 4 yang
hanya menjelaskan objek pajak dan tax amnesty merupakan program baru oleh pemerintah
dibidang perpajakan. Tax amnesty merupakan kesempatan bagi pengusaha untuk
melaporkan kekayaannya yang selama ini belum dilaporkan dan belum dikenai pajak. Hasil
penelitian menunjukkan secara umum konsep mengenai pajak, wajib pajak dan tax amnesty
ini cukup dipahami oleh wajib pajak UMKM.
Berdasarkan tabel. 1 di atas terlihat untuk pertanyaan kuesioner no 5, 6 dan 13 tingkat
pemahaman wajib pajak rendah, yaitu lebih 60% wajib pajak yang belum paham.
Pertanyaan pada kuesioner ini menanyakan pemahaman wajib pajak mengenai teknis
perhitungan dan termasuk perhitungan pajak tax amnesty serta biaya-biaya apa saja yang
boleh dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak dikenakan pajak.
Kurang dipahaminya tax amnesty ini oleh wajib pajak juga terlihat dari jawaban
kuesioner yang diberikan yang berhubungan dengan SPT perusahaan tidak harus
ditandatangani oleh pemiliknya tetapi juga boleh dilakukan oleh karyawan yang memegang
keuangan perusahaan atau karyawan lainnya yang sengaja ditunjuk untuk itu. Ini
menjelaskan bahwa selama ini SPT tersebut selalu ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan UMKM. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak
walaupun perusahaannya sudah ditutup ataupun pindah lokasinya ke luar negeri. Ini juga
menjelaskan apabila merugi sekarang namun kewajiban pajak dimasa lalu wajib tetap
dibayar. Secara umum konsep ini sudah dipahami pengusaha UMKM.  Tax amnesty, pada
dasarnya adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak
penghasilan dari pengusaha yang selama ini dihindarinya. Untuk itu pemerintah
mengeluarkan peraturan baru yang dianggap mampu meningkatkan pajak tersebut.
Tingkat pemahaman wajib pajak UKM mengenai tax amnesty dibagi atas 4 dimensi.
1. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM
mengenai pajak  dan tax amnesty. Hasil penelitian menunjukkan, hanya 83% yang
mempunyai tingkat pemahaman yang cukup  tinggi, 17% masih kategori rendah.
2. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai sanksi pajak. Hasil penelitian
menunjukkan hanya 71,5% wajib pajak UMKM yang mempunyai tingkat pemahaman
mengenai sanksi pajak yang cukup tinggi. Sebanyak 39,9% wajib pajak UMKM masih
rendah tingkat pemahamannya.
3. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai perhitungan pajak. Hasil penelitian
menunjukkan, hanya 53,4% wajib pajak UMKM yang mempunyai tingkat pemahaman
mengenai perhitungan pajak yang tinggi. Sebanyak 46,6% wajib pajak UMKM masih
rendah tingkat pemahamannya.
4. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai PTKP dan PKP. Hasil penelitian
menunjukkan, hanya 59,75% wajib pajak UMKM yang mempunyai tingkat pemahaman
mengenai  PTKP dan PKP yang tinggi. Sebanyak 40,25% wajib pajak UMKM masih
sedang dan rendah tingkat pemahamannya .
Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Tax Amnesty
Hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak UMKM mengenai tax amnesty
disajikan pada tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2
Persepsi wajib pajak UMKM
mengenai tax amnesty (dalam %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tinggi 32 32 19 13 10 19 10 10 6 10 10
sedang 58 52 62 58 68 68 25 38 36 16 51
rendah 10 16 19 29 22 13 65 52 58 74 39
Berdasarkan tabel 2 di atas memperlihatkan persepsi wajib pajak UMKM terhadap
tax amnesty sudah cukup baik. Hasil diatas menjelaskan bahwa wajib pajak UMKM 90%
(32%+58%) mengakui bahwasanya program tax amnesty sangat baik serta pengetahuan
tentang tax amnesty tersebut dengan mudah bisa diketahui melalui mass media ataupun
media lainnya yang sengaja dipasang oleh pemerintah melalui spanduk.
Persepsi masyarakat tentang kemudahan informasi adalah sebesar 84%, 80% untuk
kemudahan untuk mendapatkan informasi dan 71 % media yang dipasang oleh pemerintah,
78 % dari media lainnya. Adanya kemudahan informasi akan menimbulkan kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak, dengan besarnya persepsi ini adalah 72%.
Mudahnya mendapatkan informasi mengenai tax amnesty, pengetahuan masyarakat
dibidang perpajakan juga semakin meningkat. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana
menghitung pajak tax amnesty tersebut dan disamping itu juga mengetahui resiko-resiko
yang mungkin terjadi kalau masyarakat UMKM tetap menghindari pembayaran pajak
tersebut. Hasil penelitian ini menemukan walaupun pemerintah sudah mengkampanyekan
tax amnesty ini secara luas namun pengusaha UMKM tetap kesulitan dalam menghitung
tax amnesty serta bagaimana cara melaporkan tax amnesty ini.
Hasil penelitian ini memberikan isyarat kepada pemerintah walaupun tax amnesty sudah
dipublikasi secara luas oleh pemerintah dan mass media lainnya, namun dilapangan tetap
terjadi kesulitan bagi pengusaha UMKM dalam menerapkan tax amnesty tersebut.
Mengatasi hal tersebut maka pemerintah harus turun tangan secara langsung membimbing,
mengarahkan mengawasi penerapan tax amnesty tersebut.
Persepsi wajib pajak UKM mengenai tax amnesty dibagi atas 3 dimensi.
1. Persepsi wajib pajak UMKM mengenai manfaat tax amnesty. Hasil penelitian
menunjukkan, 79,3% yang mempunyai persepsi tinggi mengenai manfaat tax amnesty  dan
20,67% masih kategori rendah.
2. Persepsi wajib pajak UMKM mengenai informasi tax amnesty. Hasil penelitian
menunjukkan, 78,5 yang mempunyai persepsi tinggi mengenai informasi tax amnesty  yang
mudah diperoleh  dan  21,5% masih kategori rendah.
3. Persepsi wajib pajak UMKM mengenai pentingnya pelaporan tax amnesty. Hasil
penelitian menunjukkan, 37,75% yang mempunyai persepsi tinggi mengenai pentingnya
pelaporan tax amnesty  dan 62,25% masih kategori rendah.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pelaksanaan tax amnesty yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sudah cukup tinggi
tingkat pemahamannya dan dimengerti oleh  pengusaha UMKM.
2. Pelaksanaan tax amnesty yang telah dilakukan oleh pemerintah hanya dipahami secara
umum saja oleh pengusaha UMKM. Mereka hanya memahami konsep saja tetapi kesulitan
dalam penerapannya di dalam perusahaan.
3. Kurangnya pemahaman konsep perhitungan tax amnesty oleh pengusaha UMKM
merupakan tantangan bagi pemerintah bagaimana caranya menerapkan dan memberikan
penyuluhan kepada pengusaha UMKM agar bisa menerapkan dan menghitung tax amnesty
tersebut.
Saran
1. Untuk meningkatkan peserta tax amnesty untuk kalangan UMKM maka pemerintah
harus turun tangan membina, memberikan penyuluhan secara langsung dan
berkesinambungan bagaimana cara menghitung tax amnesty tersebut.
2. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM yang usahanya sejenis
sehingga penerapannya bagi pengusaha UMKM  lebih mudah .
3. Pentingnya bagi pemerintah menjelaskan kepada pengusaha UMKM apa manfaat yang
nyata bagi pengusaha UMKM tentang masalah pajak tersebut.
Anggaran Biaya
No Keterangan Jumlah
1 Persiapan Penyusunan Proposal
- Pengumpulan data awal Rp. 1.000.000
- Penyusunan proposal Rp. 1.500.000
2. Perbaikan Proposal Rp 1.000.000
3. Pengumpulan data
1 Orang @ 3.000.000 Rp. 3.000.000
4 Pengolahan Data Rp. 1.000.000
5 Penyusunan Laporan Rp. 1.000.000
6 Seminar dan laporan Rp  1.000.000
7 Penggandaan proposal dan laporan Rp. 500.000
8 Penerbitan Jurnal terakreditasi Rp. 1000.000
Total Rp. 11.000.000.
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